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WALI KOTA BATAM,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara  Perencanaan, Pengendalian  dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada
Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam
Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor & tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang
Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 242);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

9. Peraturan. . .



Menetapkan :

10.
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12.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan
Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang
perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi,
Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 590);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026 ((Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2021 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

2

Daerah adalah Kota Batam.
Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .



(2)

e

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan program dan kegiatan Perangkat
Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan
kegiatan = Perangkat Daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat
Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan
strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja
Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI PENDAHULUAN;

b. BABIL. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II;

c. BABIII. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH;

d. BABIV. PENUTUP.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat
Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. ..
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Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan,
indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu
indikatif.

(2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah
dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

(3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar. . .
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal § A8STS 2024

WALI KOTA BATAM

o~
g -

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal § Atwny 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

' BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 52l
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RANHIR PERUBAHAN RENJA 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas rahmat-Nya, Rancangan Akhir Perubahan Rencana
Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Batam TA. 2024 dapat disusun sesuai amanah Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dimana daerah diwajibkan menyusun
dokumen perencanaan pembangunan daerah baik rencana tahunan
RKPD maupun dokumen rencana jangka menengah lima tahunan
(RPJMD) dan jangka panjang (RPJPD).

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja
(Renja) DPMPTSP Kota Batam Tahun 2024 disusun mengacu dan
konsisten dengan prioritas, tujuan, sasaran dan program Perangkat
Daerah sebagaimana dalam rancangan Renstra DPMPTSP Kota
Batam periode 2021-2026. Tatkala penting yang menjadi fokus
penyusunannya agar selaras dengan tugas fungsi Dinas serta
program prioritas Kepala Daerah terhadap pembangunan daerah
Kota Batam.

Dalam dokumen perencanaan, Renja PD merupakan
bagian tak terpisahkan dari dokumen Renstra Dinas untuk
dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya dan melaporkan
realisasi capaian kinerja pada akhir tahun pelaksanaannya demi

tercapaianya tujuan dan sasaran organisasi.

Batam, 12 Juli 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA

v

._;,- Tingkat I / IVb
" NIP 1980061919999121002
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1.1

BAB I. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan

Perangkat Daerah di tahun 2024 yang merupakan program, kegiatan

dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Batam. Dengan usulan perubahan anggaran pada

program, kegiatan dan sub kegiatan, serta adanya penambahan sub

kegiatan yang dipandang perlu untuk dilaksanakan sebagai kegiatan

prioritas di tahun 2024.

Usulan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja tahun

2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Batam disertai analisis dan kajian sebagai berikut :

a. Adanya tuntutan kebutuhan sumber daya personil dengan tugas
fungsi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dalam
penyelenggaraan tugas pengawasan operasional penerbitan izin
berusaha;

b. Anggaran perubahan gaji dan tambahan penghasilan pegawai
dikarenakan mutasi pegawai (PNS) dan penerimaan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

c. Tingkat kebutuhan anggaran perjalanan dinas dalam mengikuti
undangan K/L dan koordinasi lintas daerah;

d. Pengurangan anggaran di sub kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor, dikarenakan tenaga harian lepas (THL)
lulus PPPK.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja disusun

sesuai dengan Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017, dan Pasal 5

dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,

partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan. Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan, berpedoman dengan Renstra PD
dan RKPD sesuai dengan tugas fungsi DPMPTSP Kota Batam
berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam.

Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

4

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
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1.2

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sesuai dengan Peraturan
Walikota Batam Nomor 28 tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi
dan uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu.

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional,;

11.Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



RANHIR PERUBAHAN RENJA 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

12.Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13.Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

14.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Batam Tahun 2016-2021;

15.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16.Peraturan Walikota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

17.Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

18.Peraturan Walikota Batam RKPD tahun 2025; Peraturan Walikota
Batam Nomor 83 Tahun 2024, Tanggal 4 Juli 2024 (Berita Daerah
Nomor 1423)

19.Peraturan Walikota RKPD Perubahan 2024; Nomor 84 Tahun
2024, Tanggal 11 Juli 2024 (Berita Daerah Nomor 1424)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan
Rencana Kerja ini adalah menyelaraskan program, kegiatan dan sub
kegiatan sesuai dengan perubahan target kinerja, sumber dan
anggaran yang dibutuhkan di tahun 2024.

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana
Kerja SKPD adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang
ada di Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2024 dengan tujuan
dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam
dokumen perubahan perencanaan daerah (Perubahan RKPD) Tahun
2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
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BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan
Triwulan II (Tahun Berjalan)

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
dirancangkan sesuai dengan hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2024 yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Usulan
perubahan yang disusun oleh Dinas berdasarkan kebutuhan
prioritas yang telah dianalisis dari masing-masing program, kegiatan
dan sub kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan
triwulan II disampaikan melalui realisasi fisik dan keuangan,
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen
Pengukuran Kinerja dinas yang diperjanjikan di tahun 2024, dan
evaluasi rencana kerja yang dilaksanakan per triwulan oleh
Bapelitbangda.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Kota Batam
diukur melalui capaian 2 (dua) sasaran organisasi yakni, Sasaran 1)
Meningkatnya realisasi investasi, dengan target indikator kinerja
Realisasi Investasi (Rp4 T), capaian realisasi sampai dengan triwulan
II yakni Rp5.943.182.730 dan; 2) Meningkatnya kualitas pelayanan
publik di bidang perizinan, dengan target indikator kinerja
1)Dokumen ISO 9001, capaian realisasi sampai dengan triwulan II
masih dalam proses pelaksanaan paket pekerjaan yang akan
disusun oleh tenaga ahli, rencana pelaksanaan disusun di triwulan
Il ; 2)Persentase Penurunan Pengaduan Layanan oleh Masyarakat

(5%), capaian realisasi sampai dengan triwulan II 0%.
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Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan sampai dengan triwulan II

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Realisasi Capaian
Frogmm/ Tingkat
Urusan/Bidang Urusan " g Target Kinerja Capaian Kegiatan/Sub £
< Indikator Kinerja Program v : Capaian
Kode Pemerintahan Daerah dan (Outcome)/Kegiatan (Output) Program dan Kegiatan Kegiatan s.d Realisasi
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan € P (Renja Tahun Berjalan) Triwulan II (s.d 5
: Target (%)
Juni Tahun
Berjalan)
1 2 3 4 5 6 =5/4*100
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
2 TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 18 PENANAMAN MODAL 14.654.058.656
RROGRAN PENUNIANG LS Persentase terpenuhinya penunjan
2 |18 | o1 PEMERINTAHAN DAERAH Lo meri:tahan ;ae’:ah g 13.344.019.068
KABUPATEN/KOTA pe
= Tk =
2 |18 |01 |20 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah HERERRSS AT HCERS] RetHERTERD 100% 5.180.914.476 16135
yang terpenuhi
. " Jumlah Orang yang o
2 18 01 202 | 01 Penyedlaan Gaji dan ENErE GA[T dAn N— — 54,81 %
Tunjangan ASN .
Tunjangan ASN B
2 |18 |o1 | 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah PersEntass penyesBameamInstas 50% “SRariees 28,91 %
umum PD
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi
2 18 01 2.06 | 01 Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Paket 5.225.000 90,87 %
Bangunan Kantor yang disediakan
) I p Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan
2 |18 |01 | 206 |02 Penyediaan Femlatardsn kantor yang disediakan 32 Paket 139.475.000 85,47 %
Perlengkapan Kantor
di B h Paket
. 18 o1 206 | 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Pake barang.cetékan dan 5 paket 18.280.000 93.91 %
Penggandaan penggandaan yang disediakan
P BATER BAEA Jumlah Dokumen bahan bacaan dan
2 13 01 2.06 | 06 ¥ peraturan perundang-undangan yang 12 Dokumen 600.000 33,33 %
dan Peraturan Perundang-undangan o
disediakan
Penyelenggaraan Rapat
lah |
2 18 01 2.06 | 09 Koordinasi dan Konsultasi o a' Laporan Fenye enagaraan Ragat 94 Laporan 71772251 34,86 %
SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase kebutuhan jasa penunjang " G
¢ 18 i 2.08 Pemerintahan Daerah urusan PD yang terpenuhi 10 401,420.504 2L A7
Penyediaan Jasa Jumlah laporan penyediaan Jasa 409.124.708
2 18 01 2.08 | 02 Komunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24 Laporan e 45,41 %
Air dan Listrik yang disediakan
Penvediaan lasa Peralatan Jumlah laporan penyediaan Jasa
2 18 01 2.08 | 03 v Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 Laporan 26.550.000 36,88 %
dan Perlengkapan Kantor S i
disediakan
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan penyediaan Jasa Pelayanan
2 18 01 2.08 | 04 416 Laporan 465.746.186 41,05 %
Umum Kantor Umum Kantor yang
disediakan
; g Persentase pemeliharaan barang milik
Pemeliharaan Barang Milik Daerah : ; &
2 18 01 2.09 PeEnjaRE LIFISEn PeferERER DEeral daerah penunjang urusa‘n pemerintahan 100% 190.356.900 7,17 %
daerah yang layak fungsi
2 q . Jumlah kendaraan dinas operasional atau
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya T S W, o
2 |18 o1 | 20002 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan ;akiany g cip foay 6 Unit 96.090.900 44,03 %
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan P J_ )
perizinannya
) L lah in lai
2 |18 |o1 | 200 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya g‘;g’;;haf:ra'ata” dan mesin lalnnya yang 13 Unit 27.030.000 35,77 %
3 18 a1 209 | og Pemeliharaan/Re.habiIitasi Gedung Kantor }u.mlah geduns kafwtor dar\ bangAL!nar? 1 Unit 67.236.000 21,22 %
dan Bangunan Lainnya lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM Persentase izin investasi yang 4
2 B 0@ PENANAMAN MODAL ditindaklanjuti hid #7:240.000 30,66 %
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Persentase pglaku U_S""ha yang
2 |18 |02 | 201 Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi memperoleh insentif 8% 87.240.000 30,66 %
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam
2 | 18 02 201 | 01 Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan | Pemberian Fasilitas/Insentif dan 1 Dokumen 87.240.000 30,66 %
Penanaman Modal Kemudahan Penanaman Modal
2 |18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Persentase kepeminatan investasi 95% 204.474.380 4,83 %
Penyelenggaraan Promosi Penanaman PETSERtASE RIS Bramasvar
2 |18 |03 |20 Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah _ B yahe 64% 204.474.380 4,83 %
dilaksanakan }
Kabupaten/Kota
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

; Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Kegiatan . )
| Kegiatan Promosi
2 18 03 201 | 02 Promosi Penanaman Modal 2 Dokumen 204.474.380 60,26 %
Daerah Kabupaten/Kota PeramanmnModal
Kabupaten/Kota
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN Persentase penyelesaian perizinan P
2 18 04 MODAL sesual waktu SOP 90% 5.650.000 0%
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ! ;
Sécafs TEFpadir Sati Pitu dibidang Tingkat ketepatan waktu responsive
- . . ”
2 18 04 2.01 Penanaman Modal yang Menjadi I;:gal::n::farsses perizinan, konsultasi, 90% 5.650.000
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Pene
; Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
PenantaUgn FEmanpiEn Komitnen ang Mendapat Pemantauan Pemenuhan
2 |18 |04 | 201 | 08 Perizinan yang Rt 100 Kegiatan Usaha 5.650.000 51,36 %
- Komitmen Perizinan Berusaha dan Non .
dan Non Perizinan Penanaman Modal L.
Perizinan Penanaman Modal
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN Tingkat Kepatuhan perusahaan dalam 6
2 4 e PENANAMAN MODAL menyampaikan LKPM & hEaAa0 0%
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman e I
’ M . . h o 0 U‘/ﬂ
2 18 05 2.01 Modal yang Menjadi Kewenangan Daera menyampaikan LKPM tepat waktu 10% 57.839.400
Kabupaten/Kota
Jumlah Pelaku Usaha Yang Mengikuti
Bimbingan Teknis / Sosialisasi
2 18 05 2.01 | 05 Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha Implementasi Perizinan Berusaha 200 Pelaku Usaha 50.139.400 8,48 %
Berbasis Resiko Dan Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha
yang telah dianalisa dan diverifikasi data,
Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari )
2 1 2.01 Penanaman Mod 9
8 05 0 06 Pengawasan Penanaman Modal A 120 Kegiatan Usaha 7.700.000 13,79 %
dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan Berusaha
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN Persentase ketersediaan data investasi
2 15 e SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL secara realtime 0% ERB0E0R
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan yang Pengelolaan Data Frekuensi pemb. data investasi
2 |18 |06 | 201 dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan - MIEIELESE TR AeR Hivestan: aliE 4 Kali 85.600.000
. . . disajikan; evaluasi pengembangan sistem
yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan -
2 A8 06 401 | 02 Pemanfaatan Data dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan SHBe DEHEHIT Bis0aL 00 9%, 53 %
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Informasi Perizinan dan Non Perizinan
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik yang Diolah Dikaji dan
Dimanfaatkan
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Selanjutnya realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan

sub kegiatan Tahun Anggaran 2024 DPMPTSP Kota Batam dapat

dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp13.096.346.056
melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Rp9.982.065.096, outcome kinerja yakni: Persentase
Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi dengan target
kinerja (100%), dimana rumus penghitungan outcome
kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan,
dilaksanakan 1 sub kegiatan dengan realisasi output per
31 Mei 276 Orang/Bulan PNS yang telah menerima gaji dan
tambahan penghasilan PNS;

2. Kegiatan  Administrasi Umum  Perangkat Daerah
Rp396.065.000, outcome kinerja kegiatan ini adalah
Persentase Penyediaan Administrasi Umum PD dengan
target kinerja (100%), dimana rumus penghitungan
outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah
ditetapkan (5 sub kegiatan yang dilaksanakan dibagi
dengan 5 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Rp2.107.518.960 memiliki outcome
yaitu: Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan PD
yang Terpenuhi dengan target kinerja (100%), dimana
rumus penghitungan outcome kinerja dilakukan melalui
rumusan yang telah ditetapkan (3 sub kegiatan yang
dilaksanakan dibagi dengan 3 sub kegiatan yang tersedia
dikali 100);

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Rp610.697.000, outcome
kinerja yakni: Persentase Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang
Layak Fungsi dengan target kinerja (100%), dimana rumus
penghitungan outcome kinerja dilakukan melalui rumusan
yang telah ditetapkan (3 sub kegiatan yang dilaksanakan
dibagi dengan 3 sub kegiatan yang tersedia dikali 100);

12
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II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan
anggaran sebesar Rp284.530.000 melaksanakan 1 (satu)
kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota Rp284.530.000, outcome kegiatan ini
yakni: Persentase Dokumen Perencanaan Penanaman
Modal yang Dipenuhi dengan target kinerja (45%), dimana
rumus penghitungan outcome kinerja dilakukan melalui
rumusan yang telah ditetapkan (jumlah dokumen yang
disusun dibagi dengan jumlah dokumen yang seharusnya
disusun);

III. Program Promosi Penanaman Modal dengan anggaran
sebesar Rp399.300.000 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang

menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Rp399.300.000, outcome kegiatan ini yakni: Persentase
Kegiatan Promosi yang Dilaksanakan dengan target kinerja
(90%), dimana rumus penghitungan outcome kinerja
dilakukan melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah
kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan kegiatan yang
seharusnya dilaksanakan).

Iv. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan anggaran
sebesar Rp166.852.000 melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu:
1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara

Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Rpl166.852.000, outcome kegiatan ini yakni: Tingkat
Ketepatan Waktu Responsif Berjalannya Proses Perizinan,
Konsultasi, dan Pengaduan dengan target kinerja (90%),
dimana rumus penghitungan outcome kinerja dilakukan
melalui rumusan yang telah ditetapkan (jumlah izin terbit
sesuai SOP dibagi jumlah seluruh izin terbit).

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
dengan anggaran sebesar Rp647.426.316 melaksanakan 1
(satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

13



RANHIR PERUBAHAN RENJA 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Rp647.426.316, outcome kegiatan ini yakni: Tingkat
Kepatuhan Perusahaan dalam menyampaikan LKPM
dengan target kinerja (10%), dimana rumus penghitungan
outcome kinerja dilakukan melalui rumusan yang telah
ditetapkan (jumlah realisasi LKPM dibagi dengan jumlah
target).

Sebagaimana dalam penjelasan yang telah diuraikan di
atas, secara rinci, dan sekaligus merupakan gambaran realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024 dapat dilihat pada
tabel T-C.29 di bawah ini:
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Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kota B
Ol Tabel 7-C.29

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 ; URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1|0
& 8 |1
Persentase
1|0 0 Kegiatan Administrasi administrasi " 2 - 5
2 g |1 2 2 | Keuangan Perangkat Daerah keuangan PD yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.488.803.185 100.00
terpenuhi
Jumlah Orang
110 0 | O | Sub Kegiatan Penyediaan | yang menerima iy
2 a1 2 5 1 | Gajidan Tunjsngan Gaj Gaii dan 532 OB 579 OB 532 OB 579 OB 100% 532 OB 2.475.003.185 100.00
Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan
2| 4 ‘1) 2 g 9 | Penatausahaan dan dan 324 Dokumen Dolf:;en Do]izgen Doﬁﬁilen 100% Doif”’ 13.800.000 100.00
Pengujian/ Verifikasi Pengujian/Verifika et
Keuangan SKPD si Keuangan SKPD
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Persentase
1 1o 0 Kegiatan Administrasi peningkatan
2 g |1 2 5 | Kepegawaian Perangkat disiplin dan 25% 0 0 100% 100% 100% 0 100.00
Daerah kapasitas aparatur
yang terpenuhi
110 0 0 Sub Kegiatan Pengadaan ;ﬂ;}; %ai-i;:lt:s
2 2 Pakaian Dinas beserta - 45 Stel 0 0 63 Stel 100% 80 Stel 0 100.00
8|1 5 2 . Beserta Atribut
Atribut Kelengkapannya
Kelengkapannya
Jumlah Pegawai
Sub Kegiatan Pendidikan | Berdasarkan
110 0 0 | dan Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi
2 811 2 5 | 9 | Berdasarkan Tugas dan yang Mengikuti 9 d 0 288 L1025 4850 0 100.00
Fungsi Pendidikan dan
Pelatihan
Persentase
110 0 Kegiatan Administrasi Umum | penyediaan o
2 g1 2 6 | Perangkat Daerah e 90% 90% 90% 90% 100% 90% 155.655.698 100.00
umum PD
Jumlah Paket
Sub Kegiatan Penyediaan Komp OlE
1]0 0 0 | Komponen Instalasi Instabasl
2 g |1 2 6 1 | Listrik/Penerangan Listrik/Peneranga 2 Paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 2 Paket 3.795.000 100.00
Bangunan Kantor 1 Bl
Kantor yang
disediakan
Jumlah Paket
1lo o lo Sub Kegiatan Penyediaan | Peralatan dan
2 8|1 2 6 2 Peralatan dan Perlengkapan 32 Paket 3 Paket 4 Paket 4 Paket 100% 3 Paket 111.584.700 100.00
Perlengkapan Kantor Kantor yang
disediakan
Jumlah Paket
1|0 0 | O | Sub Kegiatan Penyediaan | Bahan Logistik
= 811 < 6 4 | Bahan Logistik Kantor Kantor yang RoRaE 9 g 0 100% 0 g L1000y
disediakan
1o o lo Sub Kegiatan Penyediaan i;‘gfhcza?:;;n
2 sl 2 6 5 Barang Cetakan dan dan egn andaan 5 Paket 1 Paket 2 Paket 2 Paket 100% 7 Jenis 19.382.500 100.00
Penggandaan PETEEs
yvang disediakan
Jumlah Dokumen
. bahan bacaan dan
Sub Kegiatan Bahan
1|0 0|0 peraturan 12 12 12 " 12
2 a1 2 6 6 Bacaan dan Peraturan perundang- 12 Dokumen Dokumen Dokumen 510 100% Iy —— 500.000 100.00
Perundang-Undangan
undangan yang
disediakan
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< Jumlah Laporan
sul Kepjeren Penyelenggaraan
5| L10 [g |0 | 0| Penyeletigparaan Rapat | o0t Boordinesi 94 Kali 52 27 Laporan - 100% ol 20.333.498 100.00
81 6 | 9 | Koordinasi dan . Laporan Laporan Laporan
Konsultasi SKPD dan Konsultasi
i SKPD
Persentase
1lo 0 Kegiatan Pengadaan Barang kebutuhan barang
2 a1 2 7 Milik Daerah Penunjang milik daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100.00
Urusan Pemerintahan Daerah | penunjang urusan
PD yang terpenuhi
1o 0 0 Sub Kegiatan Pengadaan JE}{;}Z&E?;H
2 2 Peralatan dan Mesin REXe, : 93 Unit 9 Jenis 13 Unit 13 Unit 100% 9 Jenis 0 100.00
8|1 7 6 — mesin lainnya
Y yang disediakan
110 0 Kegiatan Penyediaan Jasa Ezgsfgt}?;g —
2 2 Penunjang Urusan : ] 100% 100% 100% 100% 100% 100% 764.930.866 100.00
811 8 : penunjang urusan
Pemerintahan Daerah :
PD vang terpenuhi
Jumlah laporan
1lo 0 0 Sub Kegiatan Penyediaan i?ggiliizzi“lasa 94 24
2 2 Jasa Komunikasi Sumber L 36 Laporan 24 Laporan 100% 24 Jenis 256.321.852 100.00
81 8 |2 5 S Sumber Daya Air Laporan Laporan
Daya Air dan Listrik iy
dan Listrik yang
disediakan
Jumlah laporan
1o o lo Sub Kegiatan Penyediaan g:?glzc:;iag;;sa 12 12
2 2 Jasa Peralatan dan 24 Laporan 12 Laporan 100% 24 Jenis 12.000.000 100.00
1 8 |3 Perlengkapan Laporan Laporan
Perlengkapan Kantor K
antor yang
disediakan
Jumlah laporan
Sub Kegiatan Penyediaan | penyediaan Jasa
2 Lo 2 g 4 Jasa Pelayanan Umum Pelayanan Umum 416 Laporan 12 12 Laporan 12 100% 118 Qrang 496.600.014 100.00
811 8 | 4 K Laporan Laporan Bulan
antor Kantor yang
disediakan
Persentase
pemeliharaan
Kegiatan Pemeliharaan barang milik
g| L8 2|0 |PBasnsMilikDassh daersl penuNAnE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 31.680.000 100.00
811 9 Penunjang Urusan urusan
Pemerintahan Daerah pemerintahan
daerah yang layak
fungsi
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Sub Kegiatan Penyediaan ‘cjll.'lmlah kenc!araan
. . inas operasional
Jasa Pemeliharaan Biaya
1 0 Pemeliharaan Pajak dan atait lapans
2 2 g Perizinan Kendaraan yang @1pelzhara 6 Unit 6 Unit 6 Unit S Unit 100% 6 Unit 31.680.000 100.00
; ; dan dibayarkan
Dinas Operasional Atau <
pajak dan
Lapangan L
perizinannya
1 0 Sub Kegiatan Jumlah peralatan
2 3 9 Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya 90 Unit 22 Unit 22 Unit 84 Unit 100% S Unit 0 100.00
dan Mesin Lainnya yang dipelihara
Sub Kegiatan iumlahdgedung
1 0 Pemeliharaan/Rehabilita | <ontor dan .
2 . bangunan lainnya 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 0 100.00
8 9 si Gedung Kantor dan etk
Bangunan Lainnya yang d1p¢_e ! gra,l
direhabilitasi
Tingkat
1 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Izin . 5 . :
2| 3 IKLIM PENANAMAN MODAL Investasi yang Belum Dikerjakan 0 5% 5% 100% 5% 26.000.000 100.00
| ditindaklanjuti
Persentase
110 0 Kegiatan Pembuatan Peta dokumen
2 2 Potensi Investasi perencanaan Belum Ada Dokumen 0 0 o] 100% 45% 26.000.000 100.00
8|2 2 ;
Kabupaten/Kota penanaman modal
yang dipenuhi
1 0 Sub Kegiatan Penyediaan LI]’EtIErI-Las? f;;a 1
2 Peta Potensi dan Peluang Belum Ada Dokumen 0 8% 8% 100% 26.000.000 100.00
& 2 Usaha Kabupaten/Kota PETGAS TR Dokumen
p Kabupaten/Kota
oy Persentase
1 PROGRAM PROMOSI ¥ o e !
2 s PENANAMAN MODAL tingkat minat 95% 90% 90% 139.9 % 100% 95% 0 100.00
investasi
Jumlah
Pengunjung
Kegiatan Penyelenggaraan Pameran
5 1 0 Promosi Penanaman modal Penanaman 78% B 21.(131?11:1 200 200. 100% 64% 0 100.00
8 1 | yang menjadi kewenangan Modal, Rata-rata ’ EUHRE | bengunjung | Pengumun 2 2 :
daerah kabupaten/kota pengunjung media g
informasi promosi
investasi
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Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
1 0 0 Pelaksanaan Kegiatan Hasil Kegiatan 5 1
2 3 1 3 promosi penanaman Promosi 8 Dokumen 2 Dokumen Dokumen 100% Dokum DPMPTSP 100.00
modal daerah Penanaman Modal & AR
kabupaten/kota Kabupaten/Kota
; _' Pe.mhtau
1 PROGRAM PELAYANAN Penyelesaian = ; : ;
2| g PENANAMAN MODAL perizinan sesual 99% 90% 88% 100% 90% 0 100.00
waktu SOP
Kegiatan Pelayanan Perizinan | Tingkat Ketepatan
dan Nonperizinan Secara waktu responsif
1 0 | Terpadu Satu Pintu Dibidang | berjalannya proses i 5 o - 5
2 8 1 Penasidrian Modal yang perizinan 95% 90% 88% 100% 90% 0 100.00
Menjadi Kewenangan Daerah | konsultasi dan
Kabupaten/Kota pengaduan
Jumlah Pelaku
Usaha yang
Sub Kegiatan Penyediaan | Mendapatkan
Pelayanan Terpadu Pelayanan
Perizinan dan Terpadu Perizinan
S ; i 3000 87060 5000
1 0 | 0 | Nonperizinan berbasis dan Nonperizinan
2 8 1 1 | ‘Bistem Pelayanan berbasis Sistem 9000 Pelaku Usaha l;ela]gu l;elal}::-u 100% E’Jelal}:u 0 100.00
Perizinan Berusaha Pelayanan saha saha sana
Terintegrasi Secara Perizinan
Elektronik Berusaha
Terintegrasi
Secara Elektronik
Jumlah orang
Sub Kegiatan Penyediaan yeig femperolsh .
: layanan konsultasi
Layanan Konsultasi dan
dan terkelolanya
1 o |o Pengelolaan Pengaduan engaduan 913
2 Masyarakat Terhadap pengaqu 50 Orang
8 1 7 masyarakat Orang
Pelayanan Terpadu Eieiniiy
Perizinan dan Non P
s pelayanan terpadu
Perizinan 7
perizinan dan non
perizinan
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1|0
2 8 |5
Kegiatan Pengendalian
1lo 0 Pelaksanaan Penanaman Jumlah data
2 2 Modal yang Menjadi investasi yang 60% 4 Laporan 4 Laporan 100% 10% 116.693.420 100.00
8|5 1 ;
Kewenangan Daerah dikelola
Kabupaten/Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi | Jumlah pelaku
dan Sinkronisasi usaha yang 536 200
110 0 0 | Pembinaan Pelaksanaan Mendapatkan 253 Pelaku
2 g |5 2 1 5 | Penanaman Modal pembinaan 1200 Pelaku Usaha ol Peléhaku 100% lifla.:lcu 116.693.420 100.00
/Bimbingan Teknis pelaksanaan nsAne, saha
Kepada Pelaku Usaha Penanaman modal
: .___. | Jumlah Kegiatan
Sub K.eglatarll Ko.ordmasn Ussha dari pelaku
dan Sinkronisasi usaha yang
1|0 0 | 0 | Pengawasan Pelaksanaan . 30 Izin/ 120
2 2 melakukan 120 Izin 14 15 : 0 100.00
8|5 1 3 ienana.man Modal/ it dan SIUP Izin/SIUP
engawasan Penanaman ; I
Sinkronisasi
Modal
Pengawasan
1|0
286
Frekuensi
Kegiatan Pengelolaan Data pembaruan data
1o 0 dan Informasi Perizinan dan investasi yang
2 gle 2 1 Non Perizinan yang disajikan; Evaluasi 4 Kali; 1 Kali 4 Kali 0 0 0 0 100.00
Terintegrasi pada Tingkat pengembangan
Daerah Kabupaten/Kota sistim informasi
yang dilaksanakan
Pengolahan, Penyajian .I_Tumlah Pata dan
nformasi
dan Pemanfaatan Data =
. e Perizinan dan Non
dan Informasi Perizinan Perizinas Barbasis
110 0 0 | dan Non Perizinan - 2100 Izin; 152 Jenis \
2 gl e 2 1 1 | Berbasis Sistem ﬁlstem eriinan 5000 Izin 0 0 0 0 100.00
i elayanan
Pelayanan Perizinan o
: 3 Perizinan
Berusaha Terintegrasi
. Berusaha
secara Elektronik 5 ;
Terintegrasi
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Secara Elektronik
yang Diolah
Dikaji dan
Dimanfaatkan

21



RANHIR PERUBAHAN RENJA 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kualitafif dan
kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
yang merupakan unsur utama akuntabilitas kinerja. Pengukuran
kinerja  menjadi dasar penilaian keberhasilan /kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah. Pada bagian ini diuraikan capaian kinerja utama Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
sesuai yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2024
sebaga berikut :
Sasaran 1 : Meningkatnya Realisasi Investasi
Indikator Kinerja Utama
[.  Kenaikan Realisasi Investasi
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 dan 2024
Target realisasi investasi di tahun 2024 adalah
Rp3.000.000.000.000 dan target realisasi pada Penetapan
Kinerja Perubahan Dinas sebesar Rp.10.000.000.000.000
dengan capaian realisasi sebesar Rp15.620.970.368.755.70
Tahun 2024 sampai dengan triwulan II realisasi investasi
sebesar Rp5.943.182.730, namun angka realisasi investasi ini
terpublikasi pada triwulan I sedangkan triwulan Il baru akan
dipublikasikan di akhir Juli. Sasaran kinerja dinas di tahun
2024 seperti pada tahun sebelumnya adalah meningkatkan
realisasi investasi yang difokuskan melalui kegiatan promosi
potensi investasi Batam, menggalakkan terbit Nomor Induk
Berusaha (NIB) kepada pelaku usaha sebanyak-banyaknya
hingga pada pelaku usaha UMK yang tahun lalu surplus
dengan adanya dukungan dana fiskal sebesar Rp
II.  Persentase Penanaman Modal yang menyampaikan LKPM
secara regular
Realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 24.41%.
Realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar
10%. Peningkatan realisasi capaijan ini dikarenakan fungsi
pembinaan dan pengawasan di DPMPTSP Kota Batam telah
berjalan dengan sangat optimal.
[II.  Menurunnya persentase aduan masyarakat terhadap layanan

perizinan
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Target yang ingin dicapai pada tahun 2022 sebesar 5%,
dimana diharapkan adanya penurunan pengaduan layanan
oleh masyarakat sebanyak 5%. Realisasi yang dicapai adalah
100%, yang artinya pengaduan layanan oleh masyarakat di
DPMPTSP Kota Batam telah 100% memenuhi target.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Bidang

Perizinan

Indikator Kinerja Utama

L. Persentase Jenis Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Online
Target persentase perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan
sesual waktu SOP di tahun 2022 sebanyak 90% dengan
capaian realisasi sebanyak 88%. Namun untuk jumlah
perizinan yang diterbitkan melampaui target, dimana untuk
jumlah perizinan bidang ekonomi dan sosial yang diterbitkan
mencapai 22453 izin dengan target 12000 izin dan jumlah
perizinan bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang
diterbitkan mencapai 289 izin dengan target 280 izin.

II. Indeks Kepuasan Masyarakat
Target yang ingin dicapai pada tahun 2022 adalalah IKM A dan
realisasi yang dicapai adalah IKM A dengan nilai 87.83. Maka
dapat disimpulkan bahwa kinerja unit Pelayanan berada dalam

mutu kategori Sangat Baik.
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Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batam

SPM
Stand/a Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi

N Indikator r IKK Catalta.n
Analisis

Nasion 2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025
al

1 Kenaikan Realisasi

Investasi Rp3T | Rp3T | Rp4T | Rp4 T | Rp13.238.639.305.455 | Rp. 3,99T | Rp4 T | Rp4 T

2 | Persentase
Penanaman Modal
yang
menyampaikan
LKPM secara
Reguler

10% 10% 10% 10% 22.41% 21,41% 10% 10%

3 | Menurunnya
Persentase Aduan
Masyarakat 5% 5% 5% 5% 100% 5% 5% 5%
terhadap Layanan
Perizinan

4 Persentase Jenis

Perizinan dan
Nonperizinan 90% 90% 90% 90% 88% 94,78% 90% 90%

Berbasis Online

5 | Indeks Kepuasan
Masyarakat
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2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

2.3.2

Tingkat capaian kinerja program dan kegiatan Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2022

yang masuk kategori “Sangat Berhasil” yakni realisasi capaian

melebihi target yang ditetapkan adalah:

a.

Indikator Kinerja Realisasi Investasi, di tahun 2022 mencapai
Rp.13.238.639.305.455.

Indikator Kinerja Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang
Diterbitkan, di tahun 2022 mencapai 22742 Izin meliputi perizinan
melalui aplikasi EASY, OSS RBA, dan SIMBG (non berusaha yang
belum ada di OSS).

Permasalahan dan Hambatan

Secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2022 telah memperlihatkan

pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategis yang telah

ditetapkan. Namun demikian masih terdapat beberapa masalah

umum dan permasalahan yang tidak terprediksi yaitu:

a.

Sulit menghubungi dan bertemu penanggungjawab usaha/pelaku
usaha pada saat pelaksanaan kegiatan pemantauan dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

Ketidaksesuaian waktu penyelesaian izin sesuai yang tercantum
pada SOP dan SP karena kekurangan personil back office untuk
penelitian teknis berkas permohonan izin yang masuk;
Keterlambatan pemohon dalam melakukan pembayaran retribusi
bagi jenis perizinan yang dikenai retribusi, yang berakumulasi
dengan rentang waktu penyelesaian perizinan sesuai waktu SOP;
Dalam proses pengefektifan izin dengan komitmen masih ada yang
dilakukan secara manual dan membutuhkan jenjang alur yang
panjang;

Adanya ketidaksesuaian data scan yang diinput oleh pemohon,
sehingga memperlambat proses verifikasi berkas;

Pelimpahan izin belum dituangkan dalam tugas pokok dan fungsi
dan belum dilakukan penyesuaian tupoksi DPMPTSP Kota Batam;
Buku register penerimaan dan penyerahan masih terpisah dan

belum menggambarkan tanggal masuk dan tanggal selesai perlu
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waktu yang lebih lama untuk melakukan pengecekan jumlah izin
terbit tepat waktu.
2.3.3 Peluang dan Tantangan

Permasalahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
terpadu merupakan kesejangan antara kinerja yang dicapai saat ini
dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di
masa yang akan datang, dengan kondisi riil saat perencanaan
disusun. Potensi permasalahan pelaksanaan penanaman modal dan
pelayanan perizinan terpadu pada umumnya timbul dari kekuatan
yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak
diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak
diantisipasi. Perumusan permasalahan pelaksanaan penanaman
modal dan pelayanan perizinan terpadu akan mengidentifikasi
berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja
pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu di
tahun sebelumnya, agar dilakukan dengan menganalisis lingkungan
internal dan eksternal. Permasalahan pelaksanaan penanaman modal
dan pelayanan perizinan terpadu dapat diuraikan sebagai berikut:
[. Faktor Internal

Faktor internal yang bersumber dari dalam organisasi dan sangat

mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Faktor

internal tersebut dapat berupa kekuatan (strenghts) dan berupa

kelemahan (weaknesses).

1. Kekuatan (Strengths)

Isu strategis ini merupakan faktor pendukung dan pemacu

dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja OPD, dan faktor

kekuatan yang dimiliki DPMPTSP Kota Batam adalah:

a. Letak geografis yang strategis;

b. Bangunan gedung yang cukum memadai;

c. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk
meningkatkan kegiatan penanaman modal;

d. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar
Pelayanan (SP) sebagai panduan dalam melaksanakan
mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan serta
penanaman modal;

e. Peraturan dan Perundang-undangan yang mendukung
pelaksanaan penanaman modal dan PTSP.

2. Kelemahan (Weaknesses)
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Isu strategis yang merupakan kelemahan yang menjadi
kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran
kinerja adalah sebagai berikut:

a. Disiplin dan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi masih rendah;

b. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan penanaman
modal dan sub urusan PTSP;

Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan
dalam mendukung kinerja pelayanan publik;

c. Terbatasnya ( ) yang dialokasikan dalam pelaksanaan
kegiatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu;

II. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, isu strategis faktor eksternal juga
berpengaruh terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Batam. Identifikasi faktor eksternal ada yang berupa peluang
(Opportunities) dan ada yang berupa ancaman (Threats). Faktor
eksternal yang menjadi peluang (Opportunities) adalah sebagai
berikut:

1. Peluang (Opportunities)

Isu strategis ini merupakan isu strategis yang berasal dari luar

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan

dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran

kinerja Dinas. Beberapa isu strategis yang menjadi faktor
peluang (opportunities) DPMPTSP Kota Batam adalah :

a. Pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kewenangan
kepada daerah dalam meningkatkan pelayanan publik
termasuk dunia usaha secara professional;

b. Penerapan pelayanan perizinan berbasis teknologi
informasi melalui aplikasi OSS RBA (Risk Based Approach);

c. Minat pelaku usaha dalam berinvestasi di Kota Batam
semakin tinggi;

d. Iklim investasi di daerah yang kondusif;

e. Merupakan daerah industri yang memiliki zona KEK dalam
rangka memberikan banyak kemudahan dan insentif bagi

investor yang menanam modalnya di zona KEK;
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f. Pertumbuhan UMKM di Kota Batam yang mampu menyerap
tenaga kerja;

g. Penyediaan data potensi dan peluang investasi yang
merupakan modal pelaksanaan promosi secara optimal dan
tepat sasaran;

h. Tersedianya tempat dan event pameran skala nasional
dalam rangka promosi peluang investasi Kota Batam.

2. Ancaman (Threats)

Isu strategis faktor eksternal yang menjadi Ancaman (threats)

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kinerja OPD yang

merupakan kendala maupun penghambat adalah sebagai
berikut:

a. Regulasiyang terus mengalami perubahan yang berdampak
pada pelaksanaannya di lapangan;

b. Rendahnya antusias masyarakat dalam memberikan
penilaian terhadap survey kepuasan masyarakat untuk
meningkatkan mutu pelayanan publik;

c. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam mengurus
perizinan dan nonperizinan dan melaporkan pelaksnaan

kegiatan usahanya;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan PD

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada

untuk meningkatkan kinerja Dinas di tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait untuk penyusunan

data potensi peluang investasi daerah, secara khusus di 12 (dua
belas) Kecamatan;

. Melakukan pembinaan dan konsultasi, fasilitasi dan evaluasi
terhadap pelaksana penatausahaan keuangan, mulai dari
Bendahara pengeluaran, PPTK, KPA dan PPK dalam rangka tertib
administrasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh
Dinas;

. Berproses membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani
(WBBM);
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2.1.

Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di
bidang penanaman modal dan sistem perizinan berusaha
berbasis risiko;

Inovasi layanan yang mendukung dan meningkatkan
mutu/kualitas pelayanan publik bidang pelayanan perizinan dan
nonperizinan, melalui optimalisasi penerapan OSS RBA (Risk
Based Approach);

Pengawasan pelaksanaan penanaman modal, melalui inspeksi
lapangan dilakukan secara rutin berdasarkan tingkat risiko dan
tingkat kepatuhan pelaku usaha;

Pemantauan dan Pembinaan terhadap pelaku usaha untuk
meningkatkan kesadaran dan mendampingi pelaku usaha dalam
menyampaikan LKPM;

Menyajikan data, profil dan informasi pelaku usaha yang
terdapat pada sistem OSS;

Melakukan koordinasi dengan BKPM, DPMPTSP Provinsi,
Administrasi KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB terhadap

pelaksanaan pelayanan perizinan dan pengawasan;

10.Melakukan evaluasi SOP dan SP untuk memantau efektifitas

pelaksanaan SOP dan SP terhadap adanya perubahan peraturan-

peraturan terkait pelayanan perizinan;

Berkaitan dengan formulasi isu-isu penting di atas, maka upaya

perbaikan perbaikan telah dilakukan pada poin 1, 2, dan 3 sebagai
berikut:

L.

Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) daerah di
Renja tahun 2024;

Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana yakni
kendaraan dinas operasional, komputer, printer, scanner dan
lemari arsip;

Membentuk Tim Zona Integritas DPMPTSP Kota Batam dan
menyusun rencana kerja pelaksanaan Zona Integritas menuju
WBK dan WBBM;

Mengikuti bimbingan teknis mengenai system perizinan

berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan oleh BKPM;

Review terhadap Rancangan Awal RKPD
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Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Batam

RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Program/Kegiatan £ . g Target G Program/Kegiatan/ s + g Target Catatan
/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Pagu Indikatif Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capalain Kebutuhan Dana Penting
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM PROGRAM
PENUNJANG —— PENUNJANG .
URUSAN terpenuhinya URUSAN Persentase kegiatan
1 0, 0,
PEMERINTAHAN Batam p::ll;xga::xfhlzr:san 100% 15,872,985,516 PEMERINTAHAN Batam lxzrszzuiz;ng 100% 18.608.033.620
DAERAH Merict DAERAH P
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Persentase dokumen Perencanaan, Persentase dokumen Ada
Penganggaran, dan | ., | perencanaan dan 100% 140,000,000 | Fenganggaran, dan | g, | perencanaan dan 100% | 16.931.480.032 | perubah
Evaluasi Kinerja monitoring anggaran Evaluasi Kinerja monitoring anggaran g
Perangkat Daerah yang dilaksanakan Perangkat Daerah vang dilaksanakan
;er]?;usu;lan Jumlah Dokumen 1 gzt;iuliténan Jumlah Dokumen 1
ELME Batam Perencanaan Dokume 70,000,000 - Batam | Perencanaan Dokume 65.000.000
Ferencansan Perangkat Daerah n Ferencarsion Perangkat Daerah n
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja Batam Evaluasi Kinerja 1 70,000,000 Evaluasi Kinerja BSaT Evaluasi Kinerja 1 65.000.000
Perangkat Daerah P Laporan Perangkat Daerah Perangkat Laporan
erangkat Daerah
Daerah
Administrasi ggii?;;iigsi Administrasi g;;i?r?itsils"zsi
Keuangan Batam 5 11,780,119,416 | Keuangan Perangkat | Batam 100% 10.264.175.077
keuangan PD yang 100 % keuangan PD yang
Perangkat Daerah . . Daerah ;
terpenuhi terpenuhi
: e Jumlah Orang yang - . Jumlah Orang yang
Penyediaan Gajidan | pooy | menerima Gaji dan | 532 0B | 11,688,889,416 | Fenvediaan Gajidan | oo ] SHEES D Gaji dan 532 0B | 10.208.475.077

Tunjangan Gaji

Tunjangan ASN

Tunjangan Gaji

Tunjangan ASN
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Pelaksanaan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan Batam Penatausahaan dan KeS2i:ta 91.230.000 Penatausahaan dan Batam Penatausahaan dan D 5;(24 55.700.000
Pengujian/Verifikasi Pengujian/ Verifikasi gn 4 ! Pengujian/Verifikasi a Pengujian /Verifikasi e ’ ’
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Keuangan SKPD Keuangan SKPD n
Persentase Persentase
Administrasi peningkatan disiplin Administrasi peningkatan disiplin
Kepegawaian Batam dan kapasitas 100% 90,000,000 | Kepegawaian Batam | dan kapasitas 100% 180.452.000
Perangkat Daerah aparatur yang Perangkat Daerah aparatur yang
terpenuhi terpenuhi
Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Berdasarkan Tugas Pendidikan dan Berdasarkan Tugas
Pelatihan Pegawai dan Fungsi yang Pelatihan Pegawai dan Fungsi
Berdasarkan Tugas Batam Mengikuti SN 20,200,000 Berdasarkan Tugas Batam yang Mengikuti & Sy LEUASS 000
dan Fungsi Pendidikan dan dan Fungsi Pendidikan dan
Pelatihan Pelatihan
Persentase Persentase
Administrasi Umum penyediaan o Administrasi Umum penyediaan .
Perangkat Daerah EISa administrasi umum 90% 678:832,500 Perangkat Daerah Batam administrasi umum 0% =63.043.000
PD PD
Jumlah Paket
Penyediaan iumlah Pal;et talasE Penyediaan Komponen Instalasi
Komponen Instalasi S R e Komponen Instalasi Listrik /Penerangan
R Batam Listrik /Penerangan 2 Paket 3,150,000 . Batam 2 Paket 9.192.000
Listrik/Penerangan Baneunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bangunan Kantor an g‘:lise diakan Bangunan Kantor yang
yang Disediakan
Penyediaan Jumlah Paket di Pl Jumlah Paket
Peralatan dan Peralatan dan 32 5323 genye lflan kera s Peralatan dan 32
Perlengkapan R Perlengkapan Kantor Paket W =y S Ferlengiaian Batan Perlengkapan Kantor Paket =S 200G
: ; Kantor ; .
Kantor yang disediakan yang Disediakan
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Jumlah Paket Bahan

Jumlah Paket Bahan

Penyediaan Bahan o 660 Penyediaan Bahan S 660
Logistilk Kantor Batam Lf:glst_lk Kantor yang Paket 84,084,000 Lopistik Kasitor Batam Lf)gls'lnk Kantor yang Paket 22.440.000
disediakan disediakan
. Jumlah Paket . Jumlah Paket Barang
Penyediaan Barang e e Penyediaan Barang by
Cetakan dan Batam g 5 Paket 32,750,000 | Cetakan dan Batam 5 Paket 20.289.000
SI——— penggandaan yang Fekipsandann Penggandaan
&8 disediakan yang Disediakan
Penyediaan Bahan S, ORI Penyediaan Bahan Jumian Helaxmen
bahan bacaan dan Bahan Bacaan dan
Bacaan dan P 12 Bacaan dan Peraturan 12
Peraturan Batam P Dokume 1,800,000 | Peraturan Batam Dokume 1,800,000
perundang- Perundang-
Perundang- n Perundang- n
i y— undangan yang Undangan Updangan yang
g disediakan Disediakan
P 1 g Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Reny i ;I;%% dinarsli Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan 94
dapek e Batam | Rapat Koordinasi 94 Kali 498,809,000 | Rapat Koordinasi Batam | Rapat S 312.082.000
S;??Don M dan Konsultasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan P
SKPD Konsultasi SKPD
Persentase Persentase
;Q?Eagaan Earang kebutuhan barang ifilllﬂg(agzglr_laﬁarang kebutuhan barang
e sulin Batam | milik daerah 100% 300,000,000 : Batam | milik daerah 100% 2.467.501.395
Penunjang Urusan . Penunjang Urusan :
Pemerintah Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah PERUnANg Urusan
PD yang terpenuhi PD yang terpenuhi
Pengadaan Mebel | Batam | Jumlsh Paket Mebel 0 0 | Pengadaan Mebel Batagy | Divmlab Paket Mebel | 440 o 6.921.000

vang disediakan

yang disediakan
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Pengadaan Sarana
dan Prasarana

Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana
Pendukung Gedung

Pengadaan Sarana
dan Prasarana

Jumlah Unit Sarana
dan Prasarana
Pendukung

Pedukung Gedung Batam K 0 0 | Pedukung Gedung Batam | Gedung Kantor atau 1 Unit 830.141.395
antor dan :
Kantor dan B : Kantor dan Bangunan Lainnya
5 angunan Lainnya ;
Bangunan Lainnya e b Bk Bangunan Lainnya yang
L Disediakan
Jumlah Unit Jumlah Unit
Fenparnan peralatan dan mesin . Pengadaan Peralatan Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin | Batam i 20 Unit 300,000,000 : : Batam : 20 Unit 1.630.439.000
Lai 4 lainnya yang dan Mesin Lainnya Lainnya yang
amnny disediakan Disediakan
Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa Persentase
Penunu]ang Urusan BatAR kebutu_han jasa 100% 2,654,033,600 Penun__]ang Urusan Batsiin kebutt}han]asa 100% 2.254.053.560
Pemerintahan penunjang urusan Pemerintahan penunjang urusan
Daerah PD yang terpenuhi Daerah PD yang terpenuhi
Jumlah laporan Jumlah Laporan
: . ; Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa penyediaan Jasa 36 Penyediaan Jasa Komunikasi 04
Komunikasi Sumber | Batam Komunikasi, Sumber Ty 1,005,033,600 | Komunikasi Sumber Batam Sumber Da: ? Kb RO 901,038,000
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik P Daya Air dan Listrik Listrik yan gy a = 3
yang disediakan FissdE ks
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan : Jumlai} laporan
Peralatan dan Penyediaan Jasa 12 L o pEnyEdiaay Jekg 12
@ Batam ¥ 36,000,000 | Peralatan dan Batam | Peralatan dan 72,000,000
Perlengkapan Peralatan dan Laporan Laporan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Kantor Perlengkapan Kantor P
vang disediakan
Jumlah laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa penyediaan Jasa 416 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 416
Pelayanan Umum Batam | Pelayanan Umum L 1,613,000,000 | Pelayanan Umum Batam | Pelayanan 1.281.014.500
aporan Laporan
Kantor Kantor yang Kantor Umum Kantor yang
disediakan Disediakan
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5 Persentase
Pemel;harfa'zln pemeliharaan barang Pemeliharaan Barang Perser}tase
Barang Milik ik d h Milik D h pemeliharaan barang
Daerah Penunjang A S S milik daerah
a— Batam | penunjang urusan 100% 230,000,000 | Penunjang Urusan Batam —_— san 100% 1.066.256.000
: pemerintahan Pemerintahan P JONE T
Pemerintahan d P lavak D h pemerintahan daerah
Daerah BCTA YanE ey G yang layak fungsi
fungsi
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan Biaya g}gzéa: E::gz;za]m Pemeliharaan, Biaya Dinas Operasional
Pemeliharaan Pajak atan la pan S Pemeliharaan, Pajak atau
dan Perizinan Batam | 5. elih;’m gan yang 6 Unit 95,000,000 | dan Perizinan Batam | Lapangan yang 6 Unit 218,230,000
Kendaraan Dinas diga ST BETEL Kendaraan Dipelihara dan
Operasional Atau yarsan paj Dinas Operasional Dibayarkan Pajak
dan perizinannya i
Lapangan atau Lapangan dan Perizinannya
Pemeliharaan Jumlah peralatan Pemeliharaan Jumlah peralatan
Peralatan dan Mesin | Batam dan mesin lainnya 90 Unit 65,000,000 | Peralatan dan Mesin | Batam | dan mesin lainnya 90 Unit 99.550.000
Lainnya yvang dipelihara Lainnya yang dipelihara
Jumlah gedung Jumlah Gedung
Pemeliharaan/Reha kantor dan Pemeliharaan/Rehab Kantor dan
bilitasi Gedung bangunan lainnya s ilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya 2
Kantor dan Batam - 1 Unit 70,000,000 dan Bangunan Batam yang 1 Unit 748.476.000
Bangunan Lainnya dipelihara/direhabili Lainnya Dipelihara/Direhabili
tasi tasi
PROGRAM
PENGEMBANGAN Tingkat Persentase EESSEQEIANG AN Persentase Izin
IKLIM Batam | Izin Investasi yang 5% 118,905,935 IKLIM PENANAMAN Batam | Investasi yang 5% 499,173.000
PENANAMAN ditindaklanjuti ditindaklanjuti
MODAL MODAL
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Penetapan Penetapan
Pemberian Pemberian
Fasilitas/Insentif di Persentase Pelaku Fasilitas/Insentif di Persentase Pelaku
Bidang Penanaman Batam | usaha yang 0 0 | Bidang Penanaman Batam | usaha yang 8% 284.510.000
Modal yang menjadi memperoleh insentif Modal yang menjadi memperoleh insentif
Kewenangan Daerah Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penetapan Jumlah Peraturan — Kebiiak Jumlah Peraturan
Kebijakan Daerah Daerah/Provinsi Dene AR Daerah/Provinsi
; aerah Mengenai
Mengenai dalam Pemberian dalam 1
Pemberian Batam | Pemberian 0 0 Fasilitas /Insentif Batam | Pemberian Dokume 284.530.000
Fasilitas/Insentif Fasilitas/Insentif Fasilitas/Insentif dan n
dan Kemudahan

dan Kemudahan dan Kemudahan I Kemudahan
Penanaman Modal Penanaman Modal Penanaman Modal
Pembuatan Peta R Pembuatan Peta Persentase dakumien
Potensi Investasi Batam | Perencanaan 50% 118,905,935 | Potensi Investasi Batam | Pereneanaan 50% 214.643.000

penanaman modal penanaman modal
Kabupaten/Kota , ; Kabupaten/Kota . .

yang dipenuhi yang dipenuhi
Penyediaan Peta Jumlah Peta Potensi Penyediaan Peta Jumlah Peta Potensi
Potensi dan Peluang B Investasi dan D l-clu Potensi dan Peluang Investasi dan Peluang 1
——— atam Peluang Usaha okume 118,905,935 Usaha Batam Usaha Dokume 214.643.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota n Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota o
ﬁggﬁ%‘;? Persentase ;ggﬁg‘;‘?! Persentase
PENANAMAN Batam Kepemin_atan 95% 331,519,388 PENANAMAN Batam Kepemin.atan 95% 339.300.000
MODAL Investasi MODAL Investasi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Promosi Penanaman Persentase kegiatan Promosi Penanaman Persentase kegiatan
Modal yang menjadi | Batam promosi yang 64% 331,519,388 | Modal yang menjadi Batam | promosi yang 64% 339.300.000
Kewenangan Daerah dilaksanakan Kewenangan Daerah dilaksanakan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
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Jumlah Peraturan Jumlah Peraturan
. Daerah Yang : Daerah Yang
Penyusl'.lnan strategi Mengatur Promosi 1 Penyusgnan strategi Mengatur Promosi
promosi penanaman | Batam Dokume 81,519,388 | promosi penanaman Batam 0 0
Penanaman Modal Penanaman Modal
modal n modal
Kewenangan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Terlaksananya Pelaksanaan ) Jumlah Dokumen
Pelaksanaan e s 2 Kegiatan Promosi Hasil Kegiatan 2
Kegiatan promosi Batam EIatan I : Dokume 250,000,000 | Penanaman Batam | Promosi Dokume 339.300.000
potensi investasi
penanaman modal daerah n Modal Daerah Penanaman Modal n
Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota
PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PELAYANAN Penyelesaian o PELAYANAN Penyelesaian i
PENANAMAN Batam | erizinan sesuai 90% 23,013,119 | ppNANAMAN Batam | | erizinan sesuai 0% RS
MODAL waktu SOP MODAL waktu SOP
Pelayanan Perizinan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
dan Non Perizinan Tingkat ketepatan Secara T ——
secara Terpadu waktu responsif Terpadu Satu Pintu mngxa et
Satu Pintu dibidang Batam berjalannya proses 90% 23.013.119 dibidang Penanaman Batais gaif:;‘ilaresmnﬁf 90 978.793.000
Penanaman Modal perizinan, “ 2 ! Modal 2 clla annya.proses. ¢ : ’
Sy ’ e perizinan, konsultasi,
yang menjadi konsultasi, dan yang Menjadi d ndu
Kewenangan Daerah pengaduan Kewenangan Daerah an pengaduan
Kabupaten/ Kota Kabupaten/
Kota
. Jumlah Pelaku . thannlali Felake
Penyediaan Penyediaan Usaha yang
Usaha yang
Pelayanan Terpadu Pelayanan Terpadu Mendapatkan
= Mendapatkan £
Perizinan dan Perizinan dan Pelayanan Terpadu
U Pelayanan Terpadu - L
Nonperizinan Ptisirian 455 Nog 5000 Nonperizinan Perizinan dan Non 5000
berbasis Sistem Batam s < Pelaku 23,013,119 | berbasis Sistem Batam | Perizinan Pelalku 113.650.000
o Perizinan Berbasis I R
Pelayanan Perizinan - Usaha Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem USaha
Sistem Pelayanan 25
Berusaha e Berusaha Pelayanan Perizinan
. . Perizinan Berusaha ; -
Terintegrasi Secara ; : Terintegrasi Secara Berusaha
A Terintegrasi Secara : . .
Elektronik . Elektronik Terintegrasi Secara
Elektronik .
Elektronik
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Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan
Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku
Usaha yang Usaha yang
Pemantauan Mendapat Pemantauan Mendapat
Pemenuhan PethEntEET Pemenuhan Pemantauan 100
Komitmen Perizinan | Batam 0 0 | Komitmen Perizinan Batam Kegiata 11.000.000
L Pemenuhan o Pemenuhan
dan Non Perizinan : dan Non Perizinan . n Usaha
Penanaman Modal Kor_m_tmen Penanaman Modal Korpﬁmen
Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha
dan Non Perizinan dan Non Perizinan
Penanaman Modal Penanaman Modal
Jumlah Orang yang
Penyediaan Layanan Memperoleh Penyediaan Layanan dumlah Orang yang
5 . Memperoleh
Konsultasi dan Pelayanan Konsultasi dan z
. Pelayanan Konsultasi
Pengelolaan Konsultasi dan Pengelolaan dafi P lol
Pengaduan Pengelolaan Pengaduan an renge olaan 240
Batam 0 0 Batam | Pengaduan 154.073.000
Masyarakat Pengaduan Masyarakat Orang
Masyarakat Terhadap
Terhadap Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelayanan
sd i Pelayanan Terpadu
Terpadu Perizinan Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan i
s e 5 Perizinan dan Non
dan Non Perizinan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan i
i Perizinan
dan Non Perizinan
PROGRAM < PROGRAM ¢
PENGENDALIAN T;’;ﬁ;‘:;::";:‘;:’;“ PENGENDALIAN i ] ::‘:ll’::‘lf:‘;“
PELAKSANAAN Batam | P i 10% 342,567,785 | PELAKSANAAN Batam | P 10% 468.857.588
PENANAMAN menyampaikan PENANAMAN menyampaikan
LKPM LKPM
MODAL MODAL
Pengendalian Pengendalian
Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan Persentase
Penanama}n Modal Batam Perusahaar_l yang 10% 342 567,785 Penanamgn Modal Eta Perusahaar_x yang 10% 468.857.588
yang menjadi menyampaikan vang menjadi menyampaikan LKPM
Kewenangan Daerah LKPM tepat waktu Kewenangan Daerah tepat waktu
Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota

37




RANHIR PERUBAHAN RENJA 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

.. Jumlah Kegiatan SR Jumlah Kegiatan
oordinasi can Usaha dari Pelaku . PR Usaha dari Pelaku
Sinkronisasi Usahs vai 700 Sinkronisasi T
Pemantauan Batam yang Pelaku 130,000,000 | Pemantauan Batam Jang 0 0
Melakukan Melakukan
Pelaksanaan . . Usaha Pelaksanaan 3 ;
Koordinasi dan Koordinasi dan
Penanaman Modal i o Penanaman Modal : : :
Sinkronisasi Sinkronisasi
Koordinasi dan Jumlah pelaku Koordinasi dan Jumlah Pelaku
: " usaha yang 2 sis Usaha yang
Sinkronisasi Y 200 Sinkronisasi Mendanatkan 200
Pembinaan Batam 2p Pelaku 82,567,785 | Pembinaan Batam ap Pelaku 445.007.588
pembinaan Pembinaan
Pelaksanaan Usaha Pelaksanaan Usaha
pelaksanaan Pelaksanaan
Penanaman Modal Penanaman Modal
Penanaman modal Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan
Koordinasi dan Usaha dari pelaku Koordinasi dan Usaha dari Pelaku
Sinkronisasi usaha yang 120 Sinkronisasi Usaha yang 120
Pengawasan Batam | melakukan Izin/SIU 130,000,000 | Pengawasan Batam | Melakukan Kegiata 23,850,000
Pelaksanaan koordinasi dan P Pelaksanaan Koordinasi dan n Usaha
Penanaman Modal Sinkronisasi Penanaman Modal Sinkronisasi
Pengawasan Pengawasan
PROGRAM PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase PENGELOLAAN Peysetitage
DATA DAN SISTEM ketersediaan data - DATA DAN SISTEM . o
INFORMASI Batam inivestasi secara 80% 92,660,931 INFORMASI Batam ::::e:::;lilaan data 80% 90.500.000
PENANAMAN realtime PENANAMAN e
MODAL MODAL
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Pengelolaan Data
dan Informasi
Perizinan dan Non

Frekuensi
pembaruan data
investasi yang
disajikan; evaluasi

Pengelolaan Data
dan Informasi
Perizinan dan Non

Frekuensi
pembaruan data
investasi yang
disajikan; evaluasi

Informasi Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

Terintegrasi Secara
Elektronik yang
Diolah Dikaji dan
Dimanfaatkan

Pelayanan Perizinan
Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik

Terintegrasi Secara
Elektronik yang
Diolah, Dikaji dan
Dimanfaatkan

Per_izman yang Batam penpenbeangan 4 Kali 92,660,931 Per_lzman yang Batam pengembangan 4 Kali 90.500.000
Terintegrasi pada : : z Terintegrasi pada : : ;

) sistem informasi ; sistem informasi
Tingkat Daerah perizings yari Tingkat Daerah perizinan yang
Kabupaten/Kota CE —— Kabupaten/Kota T
Pengolflhan Fuiilsl Data-da Pengo}_ahan, Jumlah ]?ata ‘d_an
Penyajian dan I . u Penyajian dan Informasi Perizinan

nformasi Perizinan
Pemanfaatan Data d L h Pemanfaatan Data dan Non
; an Non Perizinan i 5 ;
dan Informasi L R dan Informasi Perizinan Berbasis
e Berbasis Sistem P ;

Perizinan dan Pelavanan Perizinan 3000 Perizinan dan Non Sistem Pelayanan 3000
Nonperizinan Batam Bergsaha Data 92,660,931 | Perizinan Batam | Perizinan Dokume 90.500.000
berbasis Sistem Berbasis Sistem Berusaha n
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Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Batam tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi,

organisasi masyarakat dan perguruan tinggi.
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BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batam sebagai Dinas teknis yang mempunyai tugas membantu
Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib non
pelayanan dasar di bidang penanaman modal dan sub urusan
pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu juga menyelaraskan
dengan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam tahun peralihan antara
RPJMD Kota Batam periode 2016-2021 dan RPJMD Kota Batam
periode 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Batam berperan aktif agar pembangunan
daerah Kota Batam dapat mencapai target tujuan RPJMD Kota
Batam dan lebih dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat
Kota Batam.

Dalam kesempatan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
mendukung Visi Kepala Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan yakni
“Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia yang Madani, Modern
dan Sejahtera” yang dijabarkan kedalam 5 (lima) misi dimana
DPMPTSP Kota Batam melaksanakan 2 misi yaitu misi 1 (kesatu)
yaitu “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadlian melalui
peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian
berbasis keunikan dan keunggulan wilayah” dan misi 5 (kelima)
“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif
dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat”.

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program, kegiatan dan
sub kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Batam disusun mengacu kepada kebijakan Pemerintah
Kota Batam dan kebijakan nasional yaitu program skala prioritas
nasional. Untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut yang

telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah sebagai berikut
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota, Program Pelayanan Penanaman Modal, dan

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman

41



RANHIR PERUBAHAN RENJA 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
Modal dengan indikator kinerja diarahkan untuk Meningkatnya
Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perizinan;
2. Program wajib yaitu urusan Penanaman Modal dengan indikator
kinerja yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang penanaman modal
yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam rangka mencapai tujuan
RPJMD yaitu “Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah” dan “Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) dibidang pelayanan Satu Atap” melalui
tujuan yaitu :
- Meningkatnya Realisasi Investasi dan Kualitas Pelayanan
Publik di Bidang Perizinan

Tabel. 3.2.1
Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batam

Target Kinerja
Tujuan Perangkat | Indikator Tujuan e
Ha. Daerah Perangkat Daerah Perangkat
Daerah Tahun
2024
1 Meningkatnya Pertumbuhan 10%
realisasi investasi | realisasi investasi
Kota Batam dan | daerah
kualitas pelayanan
publik dibidang
perizinan
2 Indeks kepuasan [KM A
masyarakat (IKM)
dibidang pelayanan
perizinan satu atap

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah
“Meningkatnya realisasi investasi dan Meningkatnya kualitas
pelayanan publik dibidang perizinan” melalui :

a. Realisasi Investasi;

b. Sertifikasi ISO Pelayanan Publik dan Persentase penurunan

pengaduan layanan oleh masyarakat.
Tabel. 3.2.2
Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Batam
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Indikator Kinerja Utama

L i Target Kinerja
No SAsRran. Sesatat Sasiran Peran kJat
" | Perangkat Daerah Perangkat Dot Tk 2 ng 4
Daerah
1 Meningkatnya Realiasi Investasi | Rp4.000.000.000.000
realisasi investasi
2 Meningkatnya Sertifikasi [SO | Tersertifikasi ISO
kualitas Pelayanan Publik | 9001
pelayanan publik | Persentase 5%
dibidang perizinan | penurunan
pengaduan
layanan oleh
masyarakat
Tabel. 3.2.3

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Batam
No. | Indikator Kinerja Utama (IKU) E?;f%ta II(Jltnai?j (IIES;kator
1 Kenaikan Realisasi Investasi 10%
2 Persentase Penanaman Modal yang | 10%
menyampaikan LKPM secara
reguler
3 Menurunnya persentase aduan | 5%
masyarakat  terhadap layanan
perizinan
4 Persentase Jenis Perizinan dan |90%
Nonperizinan Berbasis Online
5 Indeks Kepuasan Masyarakat IKM A
3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan dan kegiatan

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan visi kepala daerah Kota Batam tahun 2021-2026,

Pemerintah Kota Batam mempunyai Visi “Terwujudnya Batam

Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera”.

Guna mewujudkan Visi Kota Batam ditetapkan misi beserta

tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahunan.

Tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap misi yang akan

dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap

urusan Pemerintah Daerah. Penjabaran pelaksanaan pada

DPMPTSP adalah sebagai berikut:
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Tabel. 3.2.4
Penjabaran Pelaksanaan pada DPMPTSP

Misi 1: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan
Melalui Peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan

perekonomian berbasis keunikan dan keunggulan wilayah

1.1. Meningkatkan 1.1.3. Meningkatnya Realisasi
Perekonomian Kota Investasi Kota Batam
Batam Berbasis Sektor
perindustrian,
perdagangan, jasa, dan
pariwisata yang

berdaya saing

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,
Responsif, Efektif Dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi

Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

5.1Mewujudkan 5.1.3. Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik yang
pemerintahan yang | transparan dan akuntabel
profesional, akuntabel, | dengan memanfaatkan
transparan dan | teknologi informasi
mengayomi

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditentukan,
selanjutnya guna dapat implementasikan dalam mencapai
sasaran pembangunan Kota Batam, maka strategi pembangunan
tersebut dapat dilaksanakan dalam program pembangunan
daerah.

Berikut kegiatan prioritas untuk DPMPTSP sesuai dengan janji
Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang disinkronkan dengan
program pembangunan daerah:

Tabel, 3.2.5
Kegiatan Prioritas DPMPTSP sesuai dengan janji Wali Kota dan

Wakil Wali Kota terpilih

Program Prioritas | Kegiatan Unggulam | Program

Pembangunan
Peningkatan dan | I. Meningkatkan Program  Promosi
Fasilitasi koordinasi Penanaman Modal
Investasi Berbasis dengan
Maritim dan pemerintah
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Keunggulan
Wilayah

pusat,

BP Batam, dan

Provinsi,
dunia usaha
dalam rangka
memberikan
kemudahan
fasilitas investasi

dan Promosi.

1L

Meningkatkan
dan
memperkuat
kinerja
pelayanan
perizinan
melalui

penguatan SDM

Program Pelayanan

Penanaman Modal

dan kepastian
investasi
melalui
fasilitasi sarana
pendukung
investasi di
bidang lahan,
infrastruktur

dasar dan

dan  Teknologi
Informasi.

III. Memberikan Program
insentif dan | Pengembangan
kemudahan Iklim Penanaman
berusaha Modal
sebagai Program  Promosi
stimulus Penanaman Modal
ekonomi  bagi
pelaku usaha.

IV. Menciptakan
kenyamanan
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utilitas serta
dukungan
aspek legal.

2. Pencapaian SDGs

Dalam rangka menyelaraskan program pembangunan jangka
menengah Kota Batam tahun 2021-2026 dengan pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development
Goals (TPB/SDGs), maka Pemerintah Kota Batam berkomitmen
untuk mendukung menetapkan arah kebijakan yang secara
konkrit dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan.
Pencapaian TPB/SDG’s langsung diterapkan pada sejumlah
program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah sesuai dengan pilar TPB/SDGs.

Adapun program prioritas pembangunan dalam rangka
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable

Development Goal (TPB/SDG’s) adalah sebagaimana tabel di

bawah ini.
Tabel. 3.2.6
Tujuan DPMPTSP sesuai dengan TPB/SDG
Tujuan Program Pembangunan dalam
RPJMD

Pilar Pembangunan Ekonomi

Tujuan  8: Pekerjaan | Program Pengembangan Iklim

Layak dan Pertumbuhan | Penanaman Modal

Ekonomi Program  Promosi Penanaman
Modal
Program Pelayanan Penanaman
Modal
Program Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal

3. Pencapaian Program Skala Prioritas Nasional

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayan
masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan target
yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan yang
akuntabel, dapat dipertanggunjgawabkan dan berkinerja tinggi.
Dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Rl Nomor
5/2021, PP Nomor 6/2021 dan PP Nomor 9/2021, dimana PTSP
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sedang didorong untuk memberikan layanan perizinan yang
cepat, tepat dan mudah bagi pelaku usaha dan memberikan
kepastian dalam pemberian layanan, sehingga tercipta iklim
investasi yang melayani dan meningkatkan realisasi investasi di
daerah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah
dan nasional. Implementasi penggunaan aplikasi OSS RBA
segera dioptimalkan dalam proses permohonan perizinan dan
penanaman modal di daerah.

4. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah
Untuk memperkenalkan potensi investasi di Kota Batam
disemua sector perlu adanya promosi yang dilakukan baik
keikutsertaan dalam pameran dan sejenisnya di tingkat lokal
maupun di tingkat nasional. Program yang mendukung antara
lain adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
dan Program Promosi Penanaman Modal. Diharapkan dengan
pelaksanaan promosi secara optimal melalui berbagai media
yang ada maka akan dapat meningkatkan nilai investasi di Kota
Batam.

5. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah
Meningkatnya realisasi investasi Kota Batam sebesar 10%, dan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan
akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan
pencapaian nilai IKM A. untuk mencapai target ini perlu
dirumuskan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung
peningkatan realisasi investasi disetiap tahunnya yaitu dengan
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program
Promosi Penanaman Modal, dan Program Pengendalian
Penanaman Modal, sedangkan untuk mencapai nilai IKM A
dibidang pelayanan perizinan maka dirumuskan
program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung yaitu
Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program
Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal.

Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

- Jumlah program dan jumlah kegiatan

Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan diarahkan untuk

mencapai visi misi diatas maka, Renja DPMPTSP Tahun 2024
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terdapat 5 program wajib dan 1 program penunjang, 6 kegiatan wajib
dan 7 kegiatan penunjang serta 10 sub kegiatan wajib dan 21 sub

kegiatan penunjang, sehingga total 31 sub kegiatan.

Tabel. 3.2.7.

Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Sasaran
Perangkat
Daerah

Program /Kegiatan/Su Kegiatan

Meningkatnya
realisasi
investasi

Program Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

Kegiatan Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif dibidang
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan
Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi
dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/ Kota

Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal

Sub Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik
dibidang
perizinan

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
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Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi

Kegiatan Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik

Sub Kegiatan Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan konsultasi SKPD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/
Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
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Program Pelayanan Penanaman
Modal

Kegiatan Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan secara Terpadu Satu
Pintu dibidang Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
berbasis Sistim Pelayanan Perizinn
Berusahan Terintegrasi Secara
Elektronik

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan
Konsultasi dan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat terhadap
Pelayanan Terpadu

Program Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi Penanaman Modal
Kegiatan Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan
Nonperiiznan yang Terintegrasi pada
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Sub Kegiatan Pengelolaan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data dan Informasi
Perizinan dan Nonperizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusahan
Terintegrasi secara Elektronik

Tabel Rencana Program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan

pada tabel T-C.32
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Tabel T-C 32 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun Berjalan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN

Kode PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUB OUTPUT) TARGET PAGU Ket
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Selisih
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10=9-8 11
PROGRAM
s:agﬁ:M PENUNJANG PENUNJANG Persentase Persentase
URUSAN terpenuhinya penunjang | terpenuhinya penunjang o
2.18.01 PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN urusan pemerintahan urusan pemerintahan 100% 100% 14,624,954,372 15.147.736.080 522.781.708
o it IR DAERAH daerah daerah
KABUPATEN/KOTA
- : o i Persentase administrasi Persentase administrasi
Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan
2.18.01.2.02 keuangan PD yang keuangan PD yang 100 % 100 % 9.982.065.096 10.405.005.284 422.940.188
Perangkat Daerah Perangkat Daerah terpenuhi terpenuhi
' i ; i Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang 840
2.18.01.2.02.01 ?j:.y ‘i\d‘:ﬂg:" dars $§:{;d'::'£;“ dan menerima Gajl dan menerima Gaji dan Oransigulan Orang/bul 9.982.065.096 10.405.005.284 422,940,188
Jang jang Tunjangan ASN Tunjangan ASN 9 an
. Y ; Administrasi Persentase peningkatan Persentase peningkatan
2.18.01.2.05 Qgg‘;"iﬁ% :erp‘ﬁgawa'a“ Kepegawaian disiplin dan kapasitas disiplin dan kapasitas 100 % 100 % 0 31.414.000 31.414.000
9 el Perangkat Daerah aparatur yang terpenuhi aparatur yang terpenuhi
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Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan
Pelatihan

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan

Mesin Lainnya

dan Mesin Lainnya

disediakan

disediakan

2.18.01.2.05.09 Pegawai Berdasa‘rkan Pedawal Bordasatkai Fungsi yang Mengikuti Fungsi yang Mengikuti 3 ASN 3 ASN 0 31.414.000 31.414.000
Tugas dan Fungsi g > 9 d g
Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan | Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Umum Administrasi Umum Persentase penyediaan Persentase penyediaan 5
2.18.01.2.06 Perangkat Daerah Perangkat Daerah administrasi umum PD administrasi umum PD S 90 % S0.002.000 SRRE000 107.792:000
i Jumlah Paket Komponen Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Ees?g;ziliaan Rompaes Instalasi Instalasi
2.18.01.2.06.01 Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Paneranaan Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 2 Paket 2 Paket 5.750.000 5.750.000 0
Bangunan Kantor BanauRas Kant%r Bangunan Kantor yang Bangunan Kantor yang
9 disediakan disediakan
. Jumlah Paket Peralatan Jumlah Paket Peralatan
" Penyediaan Peralatan
Penyediaan Peralatan dan dan perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor
2.18.01.2.06.02 dan S s 32 Paket 32 Paket Rp163.178.000 Rp163.178.000 4]
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang disediakan yang disediakan
i Jumlah Paket barang Jumlah Paket barang
: Penyediaan Barang
Penyediaan Barang cetakan dan cetakan dan
2.18.01.2.06.05 Cetakan dan Penggandaan g:;akznﬂgggn penggandaan yang penggandaan yang 5 Paket 5 Paket 19.465.000 19.465.000 0
99 disediakan disediakan
; Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen bahan Jumlah Dokumen bahan
Penyediaan Bahan Bacaan
Bacaan bacaan dan peraturan bacaan dan peraturan 12 12
2.18.01.2.06.06 dan Peraturan Perundang- dan Peraturan perundang-undangan perundang-undangan Dokumen Dokumen 1.800.000 1.800.000 0
undangan 9
g Perundang-undangan yang disediakan yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Ezl;:otalenggaraan Jumlah Laporan Jumlah Laporan
i ; L Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat 94
2.18.01.2.06.09 Koordinasi dan Konsultasi Koordmas_: dan Koordinasi dan Konsultasi | Koordinasi dan Konsultasi 94 Laporan Laporan 205.872.000 313.654.000 107.782.000
SKPD Konsultasi
SKPD SKPD
SKPD
- Pengadaan Barang Persentase kebutuhan Persentase kebutuhan
Pengadaan Barang Milik i : w3 i
; Milik Daerah Penunjang | barang milik daerah barang milik daerah
218.01.2.07 gaerah I:e}:wgn;::aghUrusan Urusan Pemerintah penunjang urusan PD penunjang urusan PD 100% 100% 0 323.000.000 0
emariniah:La Daerah yang terpenuhi yang terpenuhi
Jumlah Unit peralatan Jumlah Unit peralatan
2.18.01.2.07.06 Fengadaan Feralatan dary Sengedaaneralatan dan mesin lainnya yang dan mesin lainnya yang 20 Unit 20 Unit 0 75.736.000 75.736.000
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Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pedukung

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pedukung

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung

Jumlah Unit Sarana dan
Prasarana Pendukung

dan Mesin Lainnya

Lainnya

dipelihara

dipelihara

2.18.01,2.07.11 Gedung Kantor dan Gedung Kantor dan Gedung Kam_or dan Gedung Kantpr dan 1 Unit 1 Unit 0 247.264.000 247.264.000
BiUran Laate Baraunan Lannya Bangunan Lainnya yang Bangunan Lainnya yang
9 Y 9 Y diadakan diadakan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Persentase kebutuhan Persentase kebutuhan
2.18.01.2.08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan jasa penunjang urusan jasa penunjang urusan 100% 100% 2.107.518.960 1.745.164.480 -362.354.480
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah PD yang terpenuhi PD yang terpenuhi
. Jumlah laporan Jumlah laporan
Penyediaan Jasa Egnmy;ﬂ:;as? ?jriber penyediaan Jasa penyediaan Jasa 24
2.18.01.2.08.02 Komunikasi, Sumber Daya ' Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 24 Laporan 901.038.000 901.038.000 0
: S Daya : i ; e Laporan
Air dan Listrik : — Daya Air dan Listrik yang | Daya Air dan Listrik yang
Air dan Listrik f o
disediakan disediakan
Penysdiaan Jasa ol pnyoslseeraes
Zosgiamgny | Eeoaeen dasd Perslaih . —_— Peralatan dan Peralatan dan 12 Laporan | 12 72.000.000 72.000.000 0
gkap Kaniar g Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor P
yang disediakan yang disediakan
Jumlah laporan Jumlah laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa penyediaan Jasa penyediaan Jasa 416 416
2.18.01.2.08.04 Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Laoraii Laporan 1.134.480.960 772.126.480 -362.354.480
Umum Kantor Umum Kantor Umum Kantor yang Umum Kantar yang P P
disediakan disediakan
. Persentase pemeliharaan | Persentase pemeliharaan
Pemeliharaan Barang Milik ;?F?;%‘::::ﬁr;ggﬁ’?gn barang milik daerah barang milik daerah
2.18.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan i Jeng penunjang urusan penunjang urusan 100% 100% 610.697.000 610.697.000 Q
A Urusan Pemerintahan ; !
Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah pemerintahan daerah
Daerah = i
yang layak fungsi yang layak fungsi
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak operasional atau operasional atau
2.18.01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan dan Perizinan lapangan yang dipelihara lapangan yang dipelihara 6 Unit 6 Unit 218.230.000 218.230.000 0
Perizinan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas dan dibayarkan pajak dan | dan dibayarkan pajak dan
Operasional atau Lapangan Operasional atau perizinannya perizinannya
Lapangan
: Pemeliharaan Jumlah peralatan dan Jumlah peralatan dan
2.18.01.2.09.06 Pemelharan Famiatin Peralatan dan Mesin mesin lainnya yang mesin lainnya yang 13 Unit 13 Unit 75.570.000 75.570.000 0
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Pemeliharaan/Rehabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilit

Jumlah gedung kantor
dan bangunan lainnya

Jumlah gedung kantor
dan bangunan lainnya

PENANAMAN MODAL

PENANAMAN MODAL

sesuai waktu SOP

sesuai waktu SOP

2.18.01.2.09.09 Gedung Kantor dan asi Gedung Kanior dan yang yang 1 Unit 1 Unit 316.897.000 316.897.000
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya dipeliharaldirehabilitasi dipelihara/direhabilitasi
PROGRAM EESSEQEANGAN Persentase izin Persentase izin
2.18.02 PENGEMBANGAN IKLIM IKLIM PENANAMAN investasi yang investasi yang 5% 5% 284.530.000 284,530,000
PENANAMAN MODAL ditindaklanjuti ditindaklanjuti
MODAL
Penetapan Pemberian Penleltapan Pembeﬂan
o Fridiad Fasilitas/Insentif
Fasilitas/Insentif Dibidang Dibidang Parsnsmiai Persentase pelaku usaha Persentase pelaku usaha
2,18.02,2,01 Penanaman Modal yang Modal gn Meniadi yang memperoleh insentif | yang memperoleh insentif 8% 8% 284.530.000 284.530.000
Menjadi Kewenangan K yang D ! h
Daerah Kabupaten/Kaota gwanangan Liasca
Kabupaten/Kota
. Penetapan Kebijakan Jumlah Peraturan Jumlah Peraturan
gzgf;ipﬁ;éztﬁgkm Daerah Mengenai Daerah/Provinsi dalam Daerah/Provinsi dalam
; s . Pemberian Pemberian Pemberian 1 284.530.000
2.18.02.2.01.01 z:?'lz:;andgﬁz:'l:lasﬂnsentlf Fasilitas/Insentif dan Fasilitas/Insentif dan Fasilitas/Insentif dan 1 Bokumety Dokumen 284.580.000
Penanamuan Madal Kemudahan Kemudahan Penanaman Kemudahan Penanaman
Penanaman Modal Modal Modal
PROGRAM PROMOSI PROGRAM PROMOSI Persentase Persentase "
21508 PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL | kepeminatan investasi kepeminatan investasi i 5% $22:300.000 335.300.000
. Penyelenggaraan
Ezg;ﬁ':;gﬂa{qa;;arrgwoa Promosi Penanaman Persentase kegiatan Persentase kegiatan
2.18.03.2.01 M Ao Yand Modal yang Menjadi promosi yang promosi yang 64% 64% 339.300.000 339.300.000
Daenl'ah Kabu ater?lKoia Kewenangan Daerah dilaksanakan dilaksanakan
P Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Kegiatan . ,
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman }izm;:tgr?gigmsszaSII JKLémi’:gEgtgnngi Hasll 5
2.18.03.2.01.02 Promosi Penanaman Modal Modal P 9 Mod P, 9 Modal 2 Dokumen Dok 339.300.000 339.300.000
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Ketn)ana{na?K odsl Kegana{nan ocd orUmEn
Kabupaten/Kota abupaten/Kota abupaten/Kota
PROGRAM Persentase Persentase
2.18.04 PROGRAMPELAYANAN | pey o ua penyelesaian perizinan | penyelesaian perizinan 90% 90% 166.852.000 166.852.000
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Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Secara
Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan
Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang

Tingkat ketepatan waktu
responsive berjalannya

Tingkat ketepatan waktu
responsive berjalannya

PENANAMAN MODAL

PENANAMAN MODAL

menyampaikan LKPM

menyampaikan LKPM

joge i . o
2.18.04.2.01 dibidang Penanaman Modal | Penanaman Modal EroseTtpelnérnan, EroseTtpgrlﬁxnan' 90% 90% 166.852.000 166.852.000
yang Menjadi Kewenangan yang Menjadi onsudasn, Al onsuda5|, an '
Daerah Kabupaten/ Kota Kewenangan Daerah pengaduan pengacuan
Kabupaten/ Kota
Jumlah Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha
Penyediaan Pelayanan yang Mendapatkan yang Mendapatkan
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Pelayanan Terpadu Pelayanan Terpadu 5000 5000
Perizinan Berusaha melalui melalui Sistem Perizinan dan Non Perizinan dan Non Pelaku Pelaku
2.18.04.2.01.06 Sistem Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha Perizinan Berbasis Perizinan Berbasis Usaha Lsah 1.779.000 1.779.000
Berbasis Risiko Terintegrasi | Berbasis Risiko Sistem Pelayanan Sistem Pelayanan @
Secara Elektronik Terintegrasi Secara Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha
Elektronik Terintegrasi Secara Terintegrasi Secara
Elektronik Elektronik
Jumlah Kegiatan Usaha Jumlah Kegiatan Usaha
Bomantauan. analisis Pemantauan, analisis, dari Pelaku Usaha yang dari Pelaku Usaha yang
luasi Léian' i or;':n di evaluasi, dan pelaporan | Mendapat Pemantauan Mendapat Pemantauan 100 100
2.18.04.2.01.08 :}gn : rizinp bzmsaha di bidang perizinan Pemenuhan Komitmen Pemenuhan Komitmen Kegiatan Kegiatan 11.000.000 11.000.000
berbagig?isikoan berusaha berbasis Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha dan Usaha Usaha
risiko Non Perizinan Non Perizinan
Penanaman Modal Penanaman Modal
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
i memperoleh Layanan memperoleh Layanan
Penyediaan Dan gzﬁ;ﬁ:]aaaa’LDLa:yanan Konsultasi dan Konsultasi dan
Pengelolaan Layanan : g} Pengelolaan Pengelolaan
2.18.04.2.01.07 Konsultasi Perizinan Konsultasi Penzwgan Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat 240 Orang 240 Orang 154.073.000 154.073.000
: . Berusaha Berbasis
Berusaha Berbasis Resiko Resiko Terhadap Pelayanan Terhadap Pelayanan
Terpadu Perizinan dan Terpadu Perizinan dan
Nonperizin Nonperizin
2.18.05 2ESSE:SHALIAN g:holgERP?g‘ALIAN Tingkat Kepatuhan Tingkat Kepatuhan
] e 0 0,
PELAKSANAAN PELAKSANAAN perusahaan dalam perusahaan dalam 10% 10% 647.426.316 647.426.316
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Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian
Pelaksanaan

Persentase perusahaan

Persentase perusahaan

Pemanfaatan Data dan

Non Perizinan Berbasis

Non Perizinan Berbasis

2.18.05.2.01 Fenanaman Modal yang Fenanaman Modal yang menyampaikan yang menyampaikan 10% 10% 647.426.316 647.426.316
Menjadi Kewanangan yang Mepjadi LKPM tepat waktu LKPM tepat waktu
Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Daerah P P
Kabupaten/Kota
Jumilah Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha
Yang Mengikuti Yang Mengikuti
Bimbingan Teknis / Bimbingan Teknis /
- i v i Sosialisasi Implementasi Sosialisasi Implementasi 200
aeosaonos | AToneer Iemlaerads | BMuncan e | Perzren Beusans Perizinan Berusaha 200 Pelaku | pelaky 591.436.000 591.436.000
p Berbasis Resiko Dan Berbasis Resiko Dan Usaha
Pengawasan Perizinan Pengawasan Perizinan
Berusaha Berbasis Berusaha Berbasis
Resiko Resiko
Jumlah Kegiatan Usaha Informasi Kegiatan Dari
Dari Pelaku Usaha yang Pelaku Usaha yang telah
telah dianalisa dan dianalisa dan diverifikasi
diverifikasi data, Profil data, Profil dan Informasi
Pengawasan Penanaman Pengawasan dan Informasi Kegiatan Kegiatan Usaha dari 120 120
2.18.05.2.01.086 Modal Penanaman Modal Usaha dari Pelaku, Pelaku, dilakukan Kegiatan Kegiatan Rp23.850.000 55.990.316
dilakukan inspeksi inspeksi Lapangan serta Usaha Usaha
Lapangan serta dilakukan dilakukan Evaluasi
Evaluasi Penilaian Penilaian Kepatuhan
Kepatuhan Pelaksanaan Pelaksanaan Perizinan
Perizinan Berusaha Berusaha
PROGRAM P, EESSSITS"LAAN :ersem:lse p Persentase p
PENGELOLA, etersediaan data ketersediaan data i ,
2.18.06 DAN SISTEM INFORMASI &‘?:L%E‘AAB;ISISTEM investasi secara investasi secara s 807 90.500.000 40.500.000
PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL realtime realtime
Pengelolaan Data dan
Pengelolgan Dgta ddn Informasi Perizinan dan
Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang
Non P?rizinanDyang Pengelolaan Data dan (I;rekuensitpembaruan Frekuensi pembaruan
Pengelolaan Data dan ; il ata investasi yang data investasi yang . .
218.08.2.01 Informasi Perizinan dan EL%";:?L::‘ZF”‘Z”;T dan disajikan; evaluasi disajikan; evaluasi 4 Kali 4 Kali 90.500.000 90.500.000
Non Perizinan yang Terintegrasi pa¥ia 9 pengembangan sistem pengembangan sistem
Terintegrasi pada Tingkat Tingkat Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
" Pengolahan, Penyajian Jumlah Data dan Jumlah Data dan
2.18.06.2.01.02 Eznmga(ﬂ?:;z;-‘gp[?gt};aggz dan dan Informasi Perizinan dan Informasi Perizinan dan Doi?sr?en Dosk?jcr)'r?en 90.500.000 90.500.000
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Informasi Perizinan dan
Non Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

Informasi Perizinan dan
Non Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik

Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik yang Diolah
Dikaji dan Dimanfaatkan

Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik yang Diolah
Dikaji dan Dimanfaatkan
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BAB IV. PENUTUP

4.1. Catatan Penting

Dalam penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Batam terdapat hasil analisis program dan kegiatan telah berjalan
dalam kurun waktu semester 1 (satu) merupakan bagian terpenting
yang patut menjadi perhatian dalam pelaksanaan program dan
kegiatan hingga akhir tahun 2024 semester 2 (dua). Yang menjadi
catatan penting bahwa keberhasilan pelaksanaan rencana kerja tidak
terpisahkan dari capaian target indicator kinerja pada setiap program
dan kegiatan yang telah disusun. Perubahan anggaran gaji dan tpp
ASN disebabkan adanya penambahan personal PPPK sebanyak 8
(delapan) personal, kebutuhan PPNS dalam melaksanakan tugas dan
fungsi DPMPTSP berkenaan dengan beban kerja dalam pengawasan
perizinan dan penanaman modal (LKPM), kegiatan ini diusulkan
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya dilakukan
pengurangan anggaran gaji THL disebabkan beralihnya status THL ke
PPPK dan usulan pengadaan barang dilakukan untuk memenuhi
rekomendasi KPK dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Mal

Pelayanan Publik.

4.2. Kaidah Pelaksanaan
Usulan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengikuti kaidah
pelaksanaannya yakni melalui usulan OPD ke Bapelitbang,
pembahasan usulan baik di TAPD dan Banggar Dewan, dan
dilanjutkan dengan penginputan di aplikasi SIPD RI, hingga seluruh
rangkaian mekanisme terlaksana sesuai dengan Permendagri

89/2017 dan Perwako.
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4.3. Rencana Tindaklanjut
Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integritas,
efektivitas dan efisiesi pelaksanaan pembangunan, setiap pelaksana
program dan kegiatan wajib melakukan pengawasan dan
pengendalian serta melaporkan rencana kerja yang telah ditetapkan.
Guna memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacu
dan memedomani indikator program dan kegiatan serta mencapai

target sesuai dengan yang diperjanjikan OPD.

Batam, 12 Juli 2024

DINAS  PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BATAM
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